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Abstrak
 

Tesis ini mencoba menganalisa mengenai Kebijakan Yerizinan Impor Beras di Indonesia dihubungkan

dengan ILA yang merupakan bagian dari Multilateral Agreement on Trade in Goods yang diatur di dalam

Annex- IA GATI 1994 ang mengatur mengenai prosedur_administratif perizinan impor yang barus dipenuhi

oleh importir. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan berbagai peraturan atau

kebijakan y&ng mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan impor dengan ILA.

termasuk kebijakan impor terhadap komoditi beras. Kebijakan impor Indonesia merupakan bagian dari

kebijakan perdagangan yang memagari kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang

i.mpor dari negara lain. Globalisasi perdagangan yang melembaga di dalam WTO diragukan

keefektifitasannya terutama menyangkut suatu keadaaan yang dilematis antara liberalisasi dengan

kepentingan nasional. Penyesuaian aturan­ aturan yang terdapat di dalam WTO terhadap setiap kebijakan

impor beras yang dilakukan oleh pemerintah Jndonesia hams benar-benar memperhatikan kepentingao

nasional Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dengan amanat kehendak rakyat yang tertuaog

dalam dasar negsra PEJtcasila dan UUD 1945, maka norma­ norma yang terkandung dalam Pancasila dan

UUD 1945 tetap menjadi unsur dominan dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan perdagangan

Indonesia, tidak terkecuali kebijakan dalam tata niaga impor beras di Indonesia. Terwujudnya keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia, haruslah benar-benar menjadi perhatian yang penting dan tujuan akhir yang harus

dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan impor beras. dengan demikian harus adanya keharmonisan

antara kepentingan dalam negeri di satu sisi dan keharmonisan di dalam melaksanakan kewajiban dari

keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO.

<hr>This thesis attempts to analyze on Import Licensing Policy for Rice in Indonesia associated with the

which is part of the Multilateral Agreement on Trade in Goods as stipulated in the GAIT 1994 in Annex IA

which governs the import licensing administrative procedures that must be met by the importer. As a

member of WTO, Indonesia is obliged to adjust the various regulations or policies that govern on all matters

relating to the import policy with the ILA, including the commodity riimport policy. Indonesia's impcrt

policy was part of trade policy bordering the national interests ofthe various influences the entry of goods

imported from other countries. Globalization of1rade is institutionalized within the WTO and its

effectiveness is questionable circurnstanC\!s which primarilY' involves a dilemma between liberalization

with national interests. Adjustment rules contained in the WTO against any policy of rice imported by the

Indonesian government should really pay attention to Indonesia's national interests. As a sovereign nation

with the will of the people's mandate as stipulated in the 1945 Constitution and Pancasila state basis, the

norms contained in Pancasila and the I945 Constitution remains the dominant element in the decision to

Indonesia's trade policies, including policies in the rice import trade regulations in Indonesia. Achieving

justice for all Indonesian people, should really become an important concern and ultimate goal to be

achie:ved when the government makes thri(:e "import policy. Thus there must be harmony between the
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interests of the country on one side and harmony in carrying out obligations of Indonesia's part:cipalion as a

member of the WTO.


